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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 
Pengertian Pengawasan

Suatu organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang bekerjasama untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam membentuk suatu tim akuntansi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan manajemen secara tepat waktu. pengawasan harus mempertimbangkan setidak-tidaknya 3 faktor sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, yaitu pengelompokan yang wajar dari berbagai fungsi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan efektif, penetapan hubungan-hubungan yang wajar didalam kelompok yang bersangkutan dan dalam organisasi secara keseluruhan dan menjamin adanya unsur-unsur pengendalian yang wajar.

2. Pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan yang wajar kepada setiap tingkat organisasi dari setiap bagian

3. Seleksi individu-individu yang tepat untuk setiap pekerjaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Ulbert Silalahi  dalam bukunya “Manajemen” mengutip pendapat Koonzt dan O’Donnel, mengatakan bahwa :

“Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. (2002 : 175)
Sementara itu pengertian Pengawasan menurut Soewarno Handayadiningrat  dalam bukunya “Pengantar Manajemen” mengutip pendapat Mc. Farland adalah sebagai berikut:
“Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan”.(2002 : 143)

Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik dalam interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan. Artinya, dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan pengarahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anggota organisasi yang selalu menampilkan perilaku demikian. Sengaja atau tidak, perilaku negatif ada kalanya muncul dan berpengaruh pada kinerja seseorang yang faktor-faktor penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi kemungkinan demikianlah pengawasan mutlak perlu dilakukan.

2.1.1    Fungsi Pengawasan

Terdapat banyak fungsi pengawasan yang telah berkembang dari tahun ke  tahun. Suatu tinjauan dari berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan bukanlah suatu fungsi yang mudah dilaksanakan.

Pengawasan terutama merupakan seorang staf yang fungsi utamanya adalah mengembangkan suatu organisasi dan sistem perkiraan, kebijaksanaan, catatan dan prosedur yang akan menyediakan data yang dapat dianalisa dan diinterpretasikan oleh para pemimpin fungsional dalam mengambil keputusan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan harus memiliki kesanggupan untuk menterjemahkan fakta dan data statistik kedalam bentuk trend, dan hubungan-hubungannya. Pengawasan juga harus cermat dalam temuan dan pelaporannya.

Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya “Fungsi-fungsi Manajerial” adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dimana organisasi itu ada.

2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efektif dan efisien.

3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.

5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. 
(2005 : 107)
2.1.2 Teknik – teknik Pengawasan

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggara berbagai kegiatan operasional sesuai dengan atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut.

Berbagai teknik pengawasan yang dapat dilakukan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya “Fungsi-fungsi Manajerial” adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung atau observasi.
2. Melalui Laporan baik Lisan maupun Tulisan.
3. Melalui Penggunaan Kuesioner.
4. Wawancara.
(2005 : 136)
Dari poin-poin yang tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa teknik ini  sangat berakibat dalam implementasi strategi dengan efektif dan efisien. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on-the-spot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya.

Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan strategi, laporan yang disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti : penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi.
Penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.

Apabila diperlukan, wawancara dengan penyelenggara kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan, baik melalui wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan kombinasi diantara keduanya.
2.1.3 Kualifikasi Pengawasan

Kualifikasi Pengawasan yang efektif menurut Koontz dan O’Donnel  dalam bukunya “Management” yang diterjemahkan oleh Arifian Kuncoro SE., adalah sebagai berikut :

1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya disertai suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip akuntansi.
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.
3. Pemahaman yang mendalam mengenai organisasi, termasuk teknologi, kebijaksanaan, tujuan, sejarah dan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen dan suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya.
5. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun dalam penyajian yang informatif.
6. Kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tindakan dan hasil yang positif. 
(2001 : 21)
Seorang Pengawas diharuskan memiliki kemampuan teknis dan dapat merencanakan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya serta dapat mengawasi dan menggerakkan para stafnya, tetapi dia juga harus memiliki integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi, harus jujur, wajar dan tulus dalam menghadapi siapa saja yang berhadapan dengannya.

2.2 Ikhtisar tentang Perpajakan

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Erly Suandy  dalam bukunya “Pengantar Perpajakan” mengatakan bahwa :

“Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat”. (2000 : 5)
Berikut ini adalah beberapa definisi tentang Pajak yang penulis rangkum dari beberapa pendapat para ahli, yaitu antara lain :

Definisi Pajak menurut Edwin R.A Seligman  dalam bukunya “Tax Management” adalah sebagai berikut :

“Tax is compulsery contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the commom interest of all, without reference to special benefit conferred”.(2000 : 6)
Sementara itu definisi Pajak menurut Soemahamidjaya dalam bukunya “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. (2000 : 7)

Adapun definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Pengantar Perpajakan”adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (2002 : 5)
Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan tersebut diatas, penulis dapat kesimpulan bahwa pajak adalah suatu instrumen yang legal yang digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan oleh warga negaranya.

Fungsi Pajak menurut Waluyo dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”, yaitu :

1. Fungsi Budgetair
2. Fungsi mengatur 

(2003 : 8)
Bahwa fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat / suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu ada sisa (yang lazim disebut surplus maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
Fungsi mengatur sendiri berarti sebagai alat untuk mencapai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor-sektor swasta.
2.2.2. Pembagian Pajak

Menurut Erly Suandy  dalam bukunya “Pengantar Perpajakan” mengatakan bahwa pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pajak berdasarkan golongan dibagi dua, yaitu :

a. Pajak langsung  yang berarti pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak berdasarkan Wewenang Pemungutnya dapat dibagi dua yaitu :

a. Pajak Pusat/ Pajak Negara yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
(2000 : 27)
Pajak Daerah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari 4 jenis Pajak daerah Tingkat I (Propinsi) dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II  (Kabupaten / Kota)adalah :

Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan.
Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota)

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Sewa Menyewa
3. Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif yaitu Pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif yaitu Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

2.2.3    Asas – asas Pemungutan Pajak

Adam Smith  pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Cannons atau The Four Maxims dengan sebagai berikut :

a. Equality

b. Certainty
c. Convenience of Payment

d. Economic of Collection 
(2000 : 52)

2.3 Pajak Hotel dan Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel dan Restoran yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restoran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut :

“Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran”.(2003 : 5)
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran /Rumah Makan termasuk Pujasera, Pujakakilima, kafe dan yang sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran

Yang menjadi dasar hukum Pajak Hotel dan Restoran adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000.

2.3.3 Subjek Pajak Hotel dan Restoran

Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel dan Restoran.

2.3.4 Objek Pajak Hotel dan Restoran

Yang menjadi objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran yang meliputi hotel penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Losmen, Guest House, dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 15 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, dan pelayanan penunjang seperti telepon, faximile, telex, foto copy, dan lain-lain..

Adapun yang menjadi objek pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
Pengecualian Pajak Hotel dan Restoran 

Dikecualikan dari objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 Bab II Perda Nomor 02 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dikelola oleh umum di hotel.
d. Pelayanan perjalanan wisata yang akan diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
e. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

Pengecualian dari objek pajak untuk Pajak Restoran  / Rumah Makan adalah untuk usaha jasa boga atau catering.

2.3.5 Sanksi – sanksi dalam Pajak Hotel dan Restoran

Ada beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada WP yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku yaitu antara lain :

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran

Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan Restoran.
2.4 Efektivitas Pengendalian

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas menurut Richard L. Daft dalam bukunya ”Management” yang diterjemahkan oleh Sherly Tiolina S.E adalah sebagai berikut :

“Effectiveness is the relationship between  a responsibility center’s output and its objectives”.(2003 :16)

Jadi semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.

Adapun pengertian efektivitas menurut Griffin dalam bukunya “Management” yang diterjemahkan oleh Gina Gania MBA. adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing the right things), sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the things right)”. (2003 : 8)

Suatu organisasi yang efektif dapat dikatakan sebagai kelompok individu yang bekerjasama untuk dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.
Menurut Ricard M. Steers  dalam bukunya “The Principle Of Management”, yang diterjemahkan oleh Drs. Abdillah Suardi untuk memahami efektivitas perlu memperhatikan 3 konsep yaitu:

1. Optimalisasi tujuan
2. Perspektif Sistem

3. Tekanan Perhatian Terhadap Perilaku Organisasi
(2004 : 64)

2.4.2 Pengertian Pengendalian

Pengertian Pengendalian menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mengutip pendapat dari Earl P. Strong dalam bukunya “Manajemen” adalah sebagai berikut :

“Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”. (2005 : 241)
Adapun pengertian Pengendalian menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mengutip pendapat dari Harold Koontz adalah sebagai berikut:

“Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara ”. (2005 : 242)
Teknik dan sistem pengendalian pada pokoknya sama untuk uang tunai, prosedur kantor, moral, kualitas produk atau apa saja proses dasar pengendalian, dimanapun penerapannya atau apa saja yang diawasi, menurut Dr. H. B. Siswanto, M.Si. dalam bukunya “Manajemen Stratejik” meliputi 4 langkah, yaitu :
1. Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja (establish standard and methods for measuring performance)
2. Mengukur Kinerja (measure the performance) 

3. Membandingkan Kinerja sesuai dengan standar (compare the performance match with the standard)
4. Mengambil Tindakan koreksi (take correcticve action)
(2005 :140)
2.4.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah peneriman yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. 

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber-sumber Penerimaan Daerah diantaranya :

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

II. Dana Perimbangan, terdiri dari :

1. Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan sumber daya alam dari sektor : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak dan gas alam.

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

III. Pinjaman Daerah.

IV. Lain-lain penerimaan yang sah.

Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dibagi kedalam 3 (tiga) jenis antara lain :
1. Retribusi Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perijinan Umum

Adalah pemberian ijin kepada para orang pribadi / badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, sarana-sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

I. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan


II. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain :

a. Penjualan aset tetap daerah.

 b.  Jasa Giro.
2.5 Peranan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Malayu P. Hasibuan dalam bukunya “Fungsi-fungsi Manajemen” menyatakan bahwa :
“Pelaksanaan Pengawasan berperan terhadap efektivitas pengendalian adalah indikasi yang dilihat dari adanya fungsi dasar controllership yang diterapkan dan dilaksanakan dengan baik”.  (2003 : 66)

Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan yang benar antara lain diperlukan  adanya pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksana teknis yang menyangkut pajak hotel dan restoran tersebut.
Sebagai alat pengendalian manajemen dan akuntansi, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
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